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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan
antar agama juga bisa terjadi apabila scorang pria dan scorang wanita yang berbeda
agama yang dianutnya meclakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan
agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya
satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara agamanya dan
kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan
upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri dalam satu rumah tangga,
ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan berumah
tangga. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, jika
tidak maka Perkawinan itu tidak sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini
Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama antara Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing yang dilaksanakan diluar negeri? Bagaimana akibat hukum
perkawinan beda agama yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing yang dilaksanakan diluar negeri? Penelitian ini merupakan kajian
hukum Normative yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan
Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa Keabsahan perkawinan beda agama antara
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilaksanakan di luar negeri
tidak diatur di dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No | Tahun 1974
tentang Perkawinan , karena sahnya perkawinan ditentukan oleh agama masing-
masing. Jika suatu agama mengizinkan perkawinan beda agama, perkawinan itu
dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Agama. Namun, Pasal 2 ayat (1)
UU tersebut secara efektif menutup kemungkinan perkawinan beda agama di
Indonesia, karena suatu perkawinan dianggap sah jika sesuai hukum agama dan
dicatatkan menurut peraturan, Perkawinan beda agama antara Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilaksanakan diluar negeri membawa
beberapa akibat hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, WNA & WNI

Pembimping Utama Pemb bing Pembantu

*ir
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu manusia sudah di kodratkan untuk selalu hidup
berdampingan dan membentuk suatu kelompok. Manusia diciptakan berpasang-
pasangan baik laki-laki maupun wanita yang umumnya saling membutuhkan satu
sama lain, termasuk saling berinteraksi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Namun jika ditinjau secara harfiah manusia akan membentuk
sebuah keluarga atau melanjutkan keturunan selanjutnya yang disebut dengan
rumah tangga melalui status perkawinan yang sah di mata hukum dan agama. !
Sebagaimana di atur di Pasal 1 UU No. 1 1974 tentang perkawinan:

“Perkawinan merupakan hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”. 2

Perkawinan bukan hanya tentang menyatukan kedua insan tetapi menyatukan
kedua belah keluarga yang berbeda dari segi suku, agama, kultur budaya dan
disertai dengan latar belakang pola asuh yang diterapkan pada masing-masing
sebuah keluarga. sebagai warga negara Indonesia Yyang mempunyai
kewarganegaraan ganda. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak yang

! Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermassa, 1984, him 23.
2 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan



lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga
negara asing berhak memperoleh kewarganegaraan baik dari ayah atau ibunya,
sesuai dengan ketentuan hukum terkait. .2

Umumnya masyarakat lebih memilih pasangan hidup yang seagama.
Meskipun saya tidak ingin menciptakan sekat-sekat antar agama yang berbeda,
namun diyakini bahwa membangun keluarga berdasarkan prinsip yang sama dapat
menyederhanakan masalah dan mencegah timbulnya permasalahan terkait
perbedaan agama dalam rumah tangga. Meski demikian, masih banyak pasangan
yang memilih menikah meski berbeda keyakinan, hal ini dimungkinkan karena
banyaknya interaksi antar individu. Di era globalisasi saat ini, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, seringkali tidak mengenal batas-
batas negara dan negara. Perkembangan ini memfasilitasi hubungan yang lebih
mudah antar manusia.* Cara orang-orang dari kebangsaan dan agama yang
berbeda berkumpul untuk menikah mencakup perkenalan online, hubungan kerja
atau bisnis sebelumnya, pertemuan saat berlibur, atau berkumpul kembali sebagai
mantan teman sekelas. Perkawinan campuran seperti ini juga lazim terjadi di
kalangan pekerja Indonesia dan pekerja asing. Mengingat meningkatnya jumlah
perkawinan campuran lintas agama dan kebangsaan di Indonesia, penting bagi
undang-undang Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai
bagi serikat pekerja tersebut. Ketika pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan
agama menikah, maka istri mempunyai pilihan untuk menerima kewarganegaraan

suaminya demi kesatuan hukum dalam perkawinan atau mempertahankan

% Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang, Max K. Sondakh, Jurnal Skripsi “Status

Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Diluar Negeri”, him 1.
# 1bid, him 1.



kewarganegaraannya sendiri. Pilihan kewarganegaraan ini penting karena
menentukan undang-undang mana yang berlaku baginya, terutama yang relevan
ketika bepergian ke luar negeri, di mana undang-undang negara asalnya, bukan
undang-undang negara tuan rumah, akan berlaku.®

Interaksi antar individu dari latar belakang etnis dan negara yang berbeda di
berbagai domain dapat mengarah pada terbentuknya hubungan hukum, khususnya
dalam konteks hukum perdata internasional, seperti perkawinan campuran.®
Menurut Pasal 57 UU No. 1 1974 yang dimaksud dengan perkawinan campuran
adalah perkawinan antara dua orang perseorangan yang diatur dalam undang-
undang yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, dengan
salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.” Perkawinan campuran yang
terjadi merupakan lingkup hukum Perdata Internasional karena dilaksanakan di
luar negeri sehingga terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum
Indonesia dan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.® Dengan
demikian, setiap warga negara Indonesia yang ingin menikah harus melibatkan
lembaga keagamaan yang sesuai dan mematuhi aturan pernikahan yang mereka
percayai. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang dilaksanakan di luar agama dan
kepercayaan masing-masing tidak akan diakui, sesuai dengan ketentuan UUD

1945.

5 Irene Andriana Rori, “Perkawinan Campuran Kewargenagaraan Dalam Perspektif
Hukum Positif di Indonesia”, Lex et Societatis Vol. 3, No.3, 2015, him.91.

® Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang, Max K. Sondakh. Loc.Cit.

" Irene Andriana Rori, Op.Cit. him. 2

8 1bid.



Undang —Undang No. 16 Tahun 2019 adalah Perkawinan yang dilaksanakan
di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau antara seorang warga
negara Indonesia dengan warga negara asing dianggap sah apabila memenuhi
ketentuan hukum di negara tempat perkawinan tersebut dilakukan, dengan
ketentuan bagi warga negara Indonesia itu tetap berpegang pada ketentuan
undang-undang ini. Kemudian ditambahkan lagi pada ayat (2) yang berbunyi
bahwa Bukti perkawinan harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan di
tempat tinggalnya dalam jangka waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke
wilayah Indonesia.®

Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan mengenai perkawinan
campuran sangat penting bagi pasangan yang akan menikah, karena kegagalan
untuk mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai perkawinan campuran
dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, terutama bagi istri, jika terjadi
perceraian di kemudian hari. Untuk menjaga hak-hak istri dan anak-anak hasil
perkawinannya, hendaknya perkawinan campuran dilakukan sesuai dengan UU
No. 1 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan yang sering muncul dalam
perkawinan campuran, seperti persoalan legalitas, pencatatan, dan komplikasi
terkait status kewarganegaraan dan identitas anak, terutama jika perkawinan
tersebut berakhir dengan perceraian berdasarkan hukum yang berlaku.

Perkawinan antara WNI dengan WNA dapat terjadi karena adanya perbedaan
agama antara kedua belah pihak yang mengakibatkan pernikahan tersebut harus

dilaksanakan diluar negeri. Berikut sebagai contoh perkawinan beda agama yang

9 1bid
10 Irene Andriana Rori, Loc Cit.



pernah terjadi di Negara Indonesia antara WNI dengan WNA yang dilaksanakan
diluar negeri. Pernikahan Pernikahan Yuli Rahmawati artis kewaganegaraan
Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Julia Perez menikah
dengan Gaston Castano Pesepakbola kewarganegaraan Argentina. Dikarenakan
keduanya berbeda agama Julia Perez yang menganut agama islam sedangkan
Gaston Castano menganut agama kristen mereka melangsungkan pernikahan pada
tanggal 26 September 2013 di Australia.?

Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan antar agama juga bisa hal ini
terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita dari agama yang berbeda menikah
sambil mempertahankan agama masing-masing. Termasuk dalam konteks ini
adalah pasangan yang meskipun memiliki agama yang sama, berbeda dalam
pelaksanaan upacara atau kepercayaan agamanya. Perbedaan agama atau
perbedaan dalam praktik keagamaan yang dipertahankan oleh suami dan istri
dalam satu rumah tangga kadang kala dapat mengganggu keseimbangan
kehidupan berumah tangga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus
dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; jika tidak,
perkawinan akan dianggap tidak sah.

Dari penjabaran yang telah dijelaskan penulis di atas, agar tidak terjadi
penjabaran yang terlalu luas dan dapat lebih fokus ke permasalahan yang sedang

diteliti, maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun

11 Pernikahan  Julia  Perez dan Gaston Castano  Available on
https://mww.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/terungkap-jupe-dan-gaston-menikah-sejak-tahun-
2013-di-australia-035158.html



sebuah skripsi dengan judul: KEABSAHAN HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA

INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI.

B. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama antara warga Negara
asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar negeri?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan antara
warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan

diluar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dibuat

oleh penulis adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama antara warga
Negara asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar
negeri.

2. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama antara warga
Negara asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar

negeri.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan agar bisa bermanfaat untuk
digunakan sebagai acuan teoritis dalam memperkaya ilmu pengetahuan
khususnya dalam pelaksanaan perkawinan campuran, khususnya hukum
perkawinan antara warga Negara asing dan warga Negara Indonesia beda
agama yang dilaksanakan diluar negeri.
2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi
pemerintah serta lembaga legislatif untuk memperbaiki Undang-Undang
Perkawinan, terutama terkait perkawinan antara warga negara asing dan

warga negara Indonesia yang berbeda agama dan dilaksanakan di luar negeri.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum
terhadap suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.?
Menurut Jazim Hamidi, "dampak hukum" atau "akibat hukum" berarti
konsekuensi hukum yang terjadi secara langsung dan nyata. Dalam ilmu
hukum, ada tiga jenis akibat hukum:

a. Timbulnya, berubahnya, atau hilangnya suatu keadaan hukum

tertentu;

2 Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2003, him.39



b. Timbulnya, berubahnya, atau hilangnya suatu hubungan hukum

tertentu;

c. Sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum akibat pelanggaran

hukum.

Akibat hukum yang dibahas dalam penelitian ini mencakup timbulnya,
berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum serta hubungan hukum
tertentu. Akibat hukum muncul dari adanya hubungan hukum, peristiwa
hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya
*Pengantar llmu Hukum*, akibat hukum muncul dari hubungan hukum yang
melibatkan hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat
menimbulkan akibat hukum terjadi antara pihak-pihak yang memiliki

hubungan hukum, baik dalam konteks hukum publik maupun privat.*3

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai penjagaan
Hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain harus mendapatkan
perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk
memastikan mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh undang-

undang.*

13 1bid. him 130
14 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
2014, him.75.



Perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu :*°
a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan semacam ini ditawarkan pemerintah untuk mencegah
pelanggaran sebelum terjadi.

b. Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan Hukum Represif  berfungsi sebagai  bentuk
perlindungan definitif yang mencakup sanksi seperti denda, penjara, dan
hukuman lain yang dijatuhkan ketika timbul perselisihan atau terjadi
pelanggaran.

Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum
sebagai konsep yang dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian,
manfaat, dan kedamaian.®

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum
adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak
dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia
sebagai subyek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum
adalah sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini dalam
kaitan dengan perkawinan antara warga Negara asing dan warga negera

Indonesia beda agama yang dilaksanakan diluar negeri.

5 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surabaya,
Bina llmu, 2003, him.3

16 Rahayu, Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, 2009
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan
hukum primer sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.'” Penelitian
hukum normatif meliputi asas-asas hukum sistematika hukum, serta
perbandingan hukum dan sejarah hukum.'® Penelitian hukum normatif
berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di
dalam hukum positif.°
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, ada beberapa pendekatan yang bisa
diaplikasikan yakni:

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual
(Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Adapun
penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebutadalah sebagai
berikut:?°

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi

Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus

17 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, him. 154

18 1bid., him. 34

19 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,
Bayumedia Publishing, 2006, him. 295

20 Johni lorahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. 11l, Malang,
Bayumedia Publishing, 2007, HIm. 302
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menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek
penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman
dalam sebuah penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-
konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut
pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah
terjadi.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami aturan atau prinsip
hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan
contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif, sumber
data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup studi dokumen
atau literatur. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, atau

menelusuri dokumen dan literatur yang dapat memberikan informasi atau
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penjelasan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder
dibagi menjadi:*
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai materi yang
menjelaskan tentang bahan hukum primer, sehingga memungkinkan
analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder
meliputi:
1) Penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang
dijadikan bahan hukum primer;
2) Buku dan literatur yang relevan dengan topik penelitian;
3) Hasil penelitian yang terkait dengan topik tersebut;
4) Pendapat dari para ahli yang memiliki keahlian di bidangnya;
5) Artikel atau tulisan yang ditulis oleh para ahli;

6) Sumber elektronik yang membahas isu-isu terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

21 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta,
2009, him. 86.
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Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap
yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat
dalam penelitian misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), jurnal, sumber hukum yang ada di internet.?2
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah menggunakan cara Studi
Kepustakaan (Library Research). Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan
melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu
melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media
elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah
dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.?3
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data
yang ada adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini
adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan
berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.?* Pada metode ini data-data
yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang -

undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu

22 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, him.54

23 Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
2008, him. 35.

24 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori, Jakarta, Rineka Cipta,
2015, him. 145.
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dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yang berkaitan dalam penulisan
skripsi ini setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara
sistematis?® yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.?
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini adalah
pendekatan deduktif, yaitu dimana pola pikir yang didasarkan pada suatu
fakta yang bersifat umum, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan pada suatu

fakta yang bersifat khusus.?’

2 Ibid., him 154.

26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op Cit., him 54.

27 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2004, him 37.
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